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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis serta pemahaman atas masalah skripsi yang 

sudah dijelaskan di atas, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Duduk perkara putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu adalah 

permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon yang 

mendapatakan hambatan dalam pembuatan kartu keluarga dan akta 

kelahiran anak. Permasalahan ini terjadi karena pada saat melaksanakan 

perkawinan pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami 

terdahulunya, akibatnya anak yang lahir dalam perkawinan para pemohon 

tidak dapat dinasabkan kepada pemohon I sebagai ayahnya. 

2. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 

175/Pdt.P/2021/PA.Talu adalah Majelis Hakim mempertimbangkan 

bahwa perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon I dan 

Pemohon II pada tahun 2018 tidak dapat dianggap sah menurut hukum 

negara karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengharuskan 

perkawinan harus dilakukan pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan 

menurut hukum negara agar tidak berdampak kepada status anak. Selain 

itu, perceraian bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan 

suami terdahulu tidak memiliki kekuatan huum karena bertentangan 

dengan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan yang menegaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan Pasal 

115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa perceraian hanya 

sah apabila dilakukan di hadapan pengadilan. 

3. Tinjauan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terhadap putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Talu 

menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pemohon II dengan 
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pemohon I dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang 

terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan penulisan ini, maka 

penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di 

kemudian hari. Saran-saran tersebut penulis tuju kepada : 

1. Bagi Hakim 

Diharapkan bagi para Hakim dalam memutuskan suatu perkara agar selalu 

mengedepankan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, supaya adanya 

kepastian hukum bagi para pihak.  

2. Bagi Para Pihak 

Bagi para pihak yang berperkara, dalam melaksanakan perkawinan 

seharusnya dilakukan secara tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 

(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan,  agar perkawinan 

memiliki kekuatan hukum. 

3. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi untuk terus meningkatkan penelitian lebih dalam lagi 

tentang masalah yang terkait sebagai bahan dalam dunia pendidikan, 

menjamin kepastian hukum terhadap semua pihak.
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